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RINGKASAN 
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk 

bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. 
Jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi 
kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan. 
Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan 
penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas 
dan wewenang kejaksaan. Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negera yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan 
undang-undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat oleh Presiden, maka dalam menjalankan 
tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa 
Agung kedudukannya sebagai kepala negara (kekuasaan federatif) dan bukan sebagai 
kepala pemerintahan (kekuasaan eksekutif). Demikian juga jaksa yang diangkat oleh Jaksa 
Agung dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan tugas negara dan bukan tugas 
pemerintahan. 
Kata Kunci: Kode etik profesi, jaksa, undang undang 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Kejaksaan sebagai lembaga 
penegak hukum melaksanakan tugasnya 
secara merdeka dengan menjujung tinggi 
hak asasi manusia dalam negara hukum 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Sebagai lembaga pemerintahan yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang 
penuntutan serta tugas-tugas lain 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan, Kejaksaan memerlukan adanya 
satu tata pikir, tata laku dan tata kerja Jaksa 
dengan mengingat norma-norma agama, 
susila, kesopanan serta memperhatikan 
rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan 
dalam masyarakat. Dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok 
Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, 
memiliki integritas kepribadian, disiplin, 
etos kerja yang tinggi dan penuh tanggung 
jawab, senantiasa mengaktualisasikan diri 

dengan memahami perkembangan global, 
tanggap dan mampu menyesuaikan diri 
dalam rangka memelihara citra profesi dan 
kinerja jaksa serta tidak bermental korup. 
Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa 
menunjukkan pengabdiannya melayani 
public dengan mengutamakan kepentingan 
umum, mentaati sumpah jabatan, 
menjunjung tinggi doktrin Tri Krama 
Adhyaksa, serta membina hubungan 
kerjasama dengan pejabat publik lainnya. 
Jaksa sebagai anggota masyarakat selalu 
menunjukkan keteladanan yang baik, 
bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
nilai- nilai yang hidup dan berkembang 
serta peraturan perundang- undangan dan 
terhindar dari perilaku menyimpang 
seperti tindak pidana korupsi. Tindak 
pidana korupsi merupakan perbuatan yang 
bukan saja dapat merugikan keuangan 
negara akan tetapi juga dapat 
menimbulkan kerugian pada 

http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN 

Vol 1, No 2  Agustus - Desember 2020 

mailto:umb101016@gmail.com
mailto:halidazia621@yahoo.co.id
mailto:Khas_Saleh@Yahoo.com
http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN


perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief 
berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi 
merupakan perbuatan yang sangat tercela, 
terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian 
besar masyarakat, tidak hanya oleh 
masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi 
oleh masyarakat bangsa-bangsa didunia.1 

Permasalahan 

Bagaimana Kejaksaan sebagai lembaga 
penegak hukum melaksanakan tugasnya 
secara merdeka dengan menjujung tinggi 
hak asasi manusia dalam negara hukum 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945?  

PEMBAHASAN 

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil 
dalam setiap organisasi pemerintahan 
mempunyai peranan yang sangat penting, 
sebab pegawai negeri merupakan tulang 
punggung pemerintah dalam 
melaksanakan pembangunan nasional.2 
Profesi Jaksa sudah ada sejak sebelum 
Indonesia Merdeka. Asal mula kata Jaksa 
berasal dari kata dyaksa. Pada masa 
kerajaan majapahit jaksa dikenal dengan 
istilah dhyaksa, adhyaksa dan 
dharmadhyaksa. Peran Dhyaksa sebagai 
pejabat Negara yang bertugas untuk 
menangani masalah- masalah peradilan di 
bawah kekuasaan kerajaan majapahit. 
Patih Gajah Mada selaku pejabat 
Adhyaksa. Sebagai lembaga penegak 
hukum di lingkungan eksekutif yang 
penting, kejaksaan diharapkan muncul 
paradigma baru yang tercermin dalam 
sikap dan perasaan. Sehingga Jaksa 
memiliki jati diri dalam memenuhi 
profesionalitas sebagai wakil Negara dan 
wakil Negara dalam penegakan hukum. 

Profesionalisme jaksa terhambat 
oleh masalah-masalah seperti 
independensi, pelanggaran kode etik, 
penurunan kualitas sumber daya manusia. 
                                                           
1
  Khaidir, Khaidir. "Analisis Yuridis Pembalikan 

Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana 
Korupsi." Rio Law Jurnal 1.1 (2020). 
2
 Sari, Nirmala. "Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil Dalam Jabatan Struktural." Rio Law Jurnal 1.1 
(2020). 

Intervensi dalam tubuh kejaksaan menjadi 
menghambat independensi sehingga 
menghambat profesionalisme jaksa dalam 
mengatasi sebuah perkara demi 
penegakan hukum dalam kekuasaan 
peradilan. Di sisi keahlian, maka demi 
meningkatkan keahlian jaksa perlu 
meningkatkan mengasah kemampuan 
melalui berbagai pembelajaran. Baik 
pendidikan formal maupun non formal. 
Disamping itu, pekerjaan di bidang hukum 
seharusnya bersifat rasional. Maka 
dibutuhkan sifat rasional berupa sikap 
ilmiah yang mempergunakan metodologi 
modern. Sehingga dapat mengurangi sifat 
subjektif jaksa terhadap perkara-perkara 
yang akan dihadapinya. 

Dilihat dari keahlian Jaksa, 
kemampuan menganalisa sebuah kasus. 
meskipun perkara tampak sepintas sama, 
namun keharusan untuk menganalisa 
sebuah kasus memiliki keunikan 
tersendiri. Kemampuan menganalisis 
bukan hanya didasarkan pendekatan yang 
legalitas, positivis dan mekanistis. 
Seorang jaksa, dituntut dapat memahami 
peristiwa pidana secara menyeluruh agar 
kebenaran dapat ditemukan sehingga 
kebenaran dapat ditemukan dan 
menghasilkan putusan yang adil. 

Etika Profesi Jaksa 

Jaksa adalah pejabat fungsional 
yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagai penuntut 
umum dan pelaksanaan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap serta wewenang lain berdasarkan 
undang-undang. Jabatan fungsional jaksa 
adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis 
dalam organisasi kejaksaan yang karena 
fungsinya memungkinkan kelancaran 
pelaksanaan tugas ke•jaksaan. Jaksa 
diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa 
Agung yang merupakan pimpinan dan 
penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang 
dipimpin, mengendalikan pelaksanaan 
tugas dan wewenang kejaksaan. 
Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan 
pejabat negera yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden dengan 



persyaratan tertentu berdasarkan undang-
undang. Oleh karena Jaksa Agung diangkat 
oleh Presiden, maka dalam menja•lankan 
tugasnya Jaksa Agung menjalankan tugas 
negara. Karena, Presiden mengangkat Jaksa 
Agung kedudukannya sebagai kepala 
negara (kekuasaan federatif) dan bukan 
sebagai kepala pemerintahan (kekuasaan 
eksekutif). Demikian juga jaksa yang 
diangkat oleh Jaksa Agung dalam 
menjalankan tugasnya adalah menjalankan 
tugas negara dan bukan tugas 
pemerintahan. 

 

Ketentuan umum kejaksaan 
berdasarkan PERJA Nomor : PER-
067/A/JA/07/2007 Ttg Kode Perilaku 
Jaksa  
 
Dalam Pasal 1, kode Perilaku Jaksa ini yang 
dimaksud dengan : 
 
1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang 

diberi wewenang oleh undang-undang 
untuk bertindak sebagai penuntut 
umum dan pelaksana putusan 
pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap serta wewenang 
lain berdasarkan undang-undang; 

2. Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian 
norma sebagai pedoman untuk 
mengatur perilaku Jaksa dalam 
menjalankan jabatan profesi, menjaga 
kehormatan dan martabat profesinya 
serta menjaga hubungan kerjasama 
dengan penegak hukum lainnya; 

3. Pejabat yang berwenang menjatuhkan 
tindakan administratif adalah Pejabat 
yang karena jabatannya mempunyai 
wewenang untuk memeriksa dan 
menjatuhkan tindakan administratif 

kepada Jaksa yang melakukan 
pelanggaran Kode Perilaku Jaksa; 

4. Sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa 
adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh pejabat yang berwenang 
memberikan tindakan administratif 
terhadap Jaksa yang diduga melakukan 
pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. 

5. Tindakan administratif adalah tindakan 
yang dijatuhkan terhadap Jaksa yang 
melakukan pelanggaran Kode Perilaku 
Jaksa. 

6. Yang dimaksud dengan perkara meliputi 
perkara pidana, perkara perdata dan 
tata usaha negara maupun kasus-kasus 
lainnya. 

Pasal 2, Kode Perilaku Jaksa berlaku bagi 
jaksa yang bertugas di lingkungan 
Kejaksaan maupun diluar lingkungan 
Kejaksaan. 

 
Dalam melaksanakan tugas profesi, 
Jaksa wajib: 
 
Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa 
wajib: 
1. mentaati kaidah hukum, peraturan 

perundang-undangan dan peraturan 
kedinasan yang berlaku;menghormati 
prinsip cepat, sederhana, biaya ringan 
sesuai dengan prosedur yang 
ditetapkan; 

2. mendasarkan pada keyakinan dan alat 
bukti yang sah untuk mencapai keadilan 
dan kebenaran bersikap mandiri, bebas 
dari pengaruh, tekanan /ancaman opini 
publik secara langsung atau tidak 
langsung

a. bertindak secara obyektif dan tidak 
memihak; 
b. memberitahukan dan/atau 
memberikan hak-hak yang dimiliki oleh 
tersangka /terdakwa maupun korban; 
c. membangun dan memelihara 

hubungan fungsional antara aparat 
penegak hokum dalam mewujudkan 
sistem peradilan pidana terpadu; 

d. mengundurkan diri dari penanganan 

perkara yang mempunyai kepentingan 
pribadi atau keluarga, mempunyai 
hubungan pekerjaan, partai atau 
finansial atau mempunyai nilai 
ekonomis secara langsung atau tidak 
langsung; 

e. menyimpan dan memegang rahasia 
sesuatu yang seharusnya dirahasiakan; 

f. menghormati kebebasan dan 
perbedaan pendapat sepanjang tidak 
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melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

g. menghormati dan melindungi Hak 
Asasi Manusia dan hak-hak kebebasan 
sebagaimana yang tertera dalam 
peraturan perundang-undangan dan 
instrumen Hak Asasi Manusia yang 
diterima secara universal; 

h. Yg kritik dengan arif dan bijaksana; 
i. bertanggung jawab secara internal dan 

berjenjang, sesuai dengan prosedur 
yang ditetapkan; 

j. bertanggung jawab secara eksternal 
kepada publik sesuai kebijakan 
pemerintah dan aspirasi masyarakat 
tentang keadilan dan kebenaran. 

 
dalam melaksanakan tugas profesi, 
Jaksa dilarang: 
Pasal 4 

1. menggunakan jabatan dan/atau 
kekuasaannya untuk kepentingan 
pribadi dan/atau pihak lain; 

2. merekayasa fakta-fakta hukum dalam 
penanganan perkara; 

3. menggunakan kapasitas dan 
otoritasnya untuk melakukan 
penekanan secara fisik dan/atau 
psikis; 

4. meminta dan/atau menerima hadiah 
dan/atau keuntungan serta melarang 
keluarganya meminta dan/atau 
menerima hadiah dan/atau 
keuntungan sehubungan dengan 
jabatannya; 

5. menangani perkara yang mempunyai 
kepentingan pribadi atau keluarga, 
mempunyai hubungan pekerjaan, 
partai atau finansial atau mempunyai 
nilai ekonomis secara langsung atau 
tidak langsung; 

6. bertindak diskriminatif dalam bentuk 
apapun; 

7. membentuk opini publik yang dapat 
merugikan kepentingan penegakan 
hukum; 

8. memberikan keterangan kepada 
publik kecuali terbatas pada hal-hal 
teknis perkara yang ditangani.  

 
Kesimpulan 

Etika adalah suatu sifat 
kepribadian, perasaan batin seseorang 
untuk dapat menilai mana yang baik dan 
mana yang buruk. Etika akan memberi 
semacam batasan maupun standar yang 
akan mengatur pergaulan manusia di dalam 
kelompok sosialnya. Dalam 
perkembangannya dikenal etika profesi. 
Etika profesi adalah etika yang dinormakan 
dan dipakai suatu kelompok profesi 
tertentu yang menjadi nilai- nilai yang 
harus dijunjung tinggi oleh kelompok 
profesi tersebut. 

Profesi jaksa adalah profesi yang 
sangat mulia, mewakili Negara dalam 
penegakan hukum dalam peradilan. Posisi 
ini sangat penting sekaligus rawan 
berbagai penyimpangan. Betapa berat 
tantangan yang harus dihadapi jaksa 
diantara idealisme dan realita. Sikap moral 
dan hati nurani sangat penting bagi jaksa 
dalam menjalankan tugas profesinya. Sebaik 
apapun aturan yang mengatur jaksa, tidak 
akan banyak berarti saat tidak ada 
kesadaran jaksa untuk menjalankan aturan 
tersebut. 

Jawaban permasalahan yang 
melanda jaksa adalah dengan 
merealisasikan idealisme profesi jaksa 
sebagai penegak hokum dalam keadaan 
apapun. “Meskipun langit runtuh, hokum 
harus tetap ditegakkan.” Sekiranya para 
jaksa tetap mampu dan terus berusaha 
untuk merealisasikan kata-kata tersebut. 
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